
POHON KINERJA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMSEL

INDIKATOR INDIKATOR

Persentase gugatan yang 
menyangkut kepentingan 

hukum Pemprov/Gubernur

Nilai Indeks Laporan RANHAM 
mencapai target

Berkurangnya jumlah perkara 
yang menyangkut kepentingan 

Pemprov/Gubernur

Meningkatnya pemenuhan Hak 
Asasi Manusia

Meningkatnya efektifitas, 
transparansi terhadap 
pengelolaan peraturan 
perundang-undangan 

pemerintah Provinsi/Kab/Kota, 
dan penyelesaian hukum

INDIKATOR

1. Nilai Indeks Evaluasi  RB Area 
Penataan PerUU 2. Nilai Indeks 

Kualitas Kebijakan (LAN) , 3. Nilai 
Indeks Reformasi Hukum 

(Kemenkumham)

SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS

TUJUAN 4

Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang baik

TUJUAN RPJMD

INDIKATOR

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1

sasaran strategis pemda

CROSSCUTTING
(SETDA) Bagian Penyusunan 

Keputusan Gubernur dan 
Pembinaan Hukum 

Kabupaten/Kota

CROSSCUTTING
(SETDA) Bagian Bantuan

Hukum



SASARAN ESS III

Jumlah PD yang melaporkan 
RANHAM tepat waktu dan 

lengkap
Jumlah Dokumen beracara

Jumlah Dokumen dalam 
penyelesaian Sengketa Hukum

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Meningkatnya kepatuhan PD 
dalam menyampaikan laporan 

RANHAM

penyelesaian perkara yang 
menyangkut kepentingan 
hukum Pemprov Sumsel

Terlaksananya koordinasi  PD 
dan instansi terkait lain dalam 

sengketa dan perlindungan 
hukum

SASARAN ESS IV INTERMEDIATE OUTCOME INTERMEDIATE OUTCOME INTERMEDIATE OUTCOME

Persentase penyelesaian perkara 
yang menyangkut kepentingan 

hukum Pemprov/Gubernur

Jumlah perkara yang menyangkut 
kepentingan Hukum (Perangkat Daerah 

terkait)

Persentase sengketa dan 
perlindungan hukum yang 

difasilitasi

Nilai Laporan RANHAM yang dikeluarkan oleh 
Kemenkumham (Kemenkumham)

Jumlah RANHAM dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Meningkatnya penyelesaian 
perkara yang menyangkut 

kepentingan hukum 
Pemprov/Gubernur

menurunnya persentase perkara yang 
menyangkut kepentingan hukum 

Pemprov Sumsel

Terlaksananya fasilitasi sengketa 
hukum dan perlindungan hukum

Terpenuhinya target pelaporan RANHAM
Tercapainya target  pelaporan 

RANHAM Provinsi oleh PD sesuai 
ketentuan

SASARAN INTERMEDIATE SASARAN INTERMEDIATE SASARAN INTERMEDIATE SASARAN INTERMEDIATE SASARAN INTERMEDIATE



Jumlah Dokumen beracara yang 
dianalisis

Jumlah Dokumen yang dihimpun 
dan dianalisis dalam 

penyelesaian sengketa hukum

Jumlah Dokumen RANHAM yang 
dihimpun dari Perangkat Daerah

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

menganalisis dokumen untuk 
kepentingan beracara 

pengadilan

menghimpun dan menganalisis 
dokumen perangkat daerah 
terkait dalam penyelesaian 

sengketa hukum

menghimpun dokumen laporan 
RANHAM dari PD terkait

SASARAN PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN







POHON KINERJA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMSEL

INDIKATOR

Jumlah produk hukum Pemerintah 
Provinsi/Kab/Kota yang telah ditetapkan dan 

diundangkan sesuai dengan ketentuan 
Perundang-Undangan yang lebih tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SASARAN STRATEGIS

Menurunnya Tumpang Tindih dan 
disharmoni peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Provinsi/Kab/Kota

CROSSCUTTING
Bagian Penyusunan 

Keputusan Gubernur dan 
Pembinaan Hukum 

Kabupaten/Kota



Jumlah Perda dan 
Perkada yang 

didokumentasikan baik 
secara manual maupun 
secara elektronik (Dinas 

Kearsipan)

Jumlah produk hukum 
yang teruplaod dan 

terupdate (Kemendagri, 
Kemenkumham/BPHN)

Laporan Jumlah 
Peraturan Daerah 

Provinsi yang dikaji 
secara yuridis dan 

formal

Laporan Jumlah 
Peraturan Gubernur yang 
dikaji secara yuridis dan 

formal

Laporan Jumlah Perda dan 
Perbup/Perwako yang dikaji 

secara yuridis dan formal

Jumlah Keputusan Gubernur 
yang dikaji secara yuridis dan 

formal

Jumlah Perda dan Perkada yang 
telah ditetapkan dan 

diundangkan serta diinput dalam 
sistem Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH)

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Meningkatnya 
pengelolaan Arsip 

Tertatanya produk hukum 
dalam aplikasi JDIH

INDIKATOR INDIKATOR

Meningkatnya 
Kajian terhadap 

Peraturan Daerah 
Provinsi yang sesuai 
dengan ketentuan 
Peraturan PerUU

Meningkatnya Kajian 
terhadap Peraturan 

Gubernur yang sesuai 
dengan ketentuan 
Peraturan PerUU

Meningkatnya Kajian 
terhadap Produk Hukum 

pada  Pemerintah Kab/Kota 
yang sesuai dengan 

ketentuan Peraturan PerUU

Meningkatnya Kajian terhadap 
penetapan Keputusan 

Gubernur dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi

Meningkatnya penyebaran 
informasi dan dokumentasi 

INTERMEDIATE OUTCOME INTERMEDIATE OUTCOME INTERMEDIATE OUTCOME
INTERMEDIATE 

OUTCOME
INTERMEDIATE 

OUTCOME

Jumlah perda dan 
perbub/perwako  pada 

Pemerintah Kab/Kota yang 
dibina dan difasilitasi

Jumlah Perda dan Perkada 
yang telah diharmonisasi dan 

diinput dlm e-Perda 
(Kemendagri)

Nilai Indeks SPBE (diskominfo)

INTERMEDIATE 
OUTCOME

INTERMEDIATE 
OUTCOME

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Jumlah perda dan pergub pada 
perangkat daerah yang dibina 

dan difasilitasi 

Meningkatnya pembinaan dan 
fasilitasi  produk hukum daerah 

Kab/Kota yang harmonis

meningkatnya pemanfaatan 
teknologi dan informasi 

dalam pengelolaan PerUU

Meningkatnya pemanfaatan 
sistem pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE) yang 
terintegrasi

INDIKATOR

SASARAN INTERMEDIATE SASARAN INTERMEDIATE SASARAN INTERMEDIATE

Meningkatnya pembinaan dan 
fasilitasi produk hukum 

perangkat daerah provinsi yang 
harmonis

SASARAN INTERMEDIATE



INDIKATOR

Jumlah Ranperda 
yang dirancang dan 

dianalisis

Jumlah Ranpergub yang 
dirancang dan dianalisis

Jumlah Ranperda dan 
Ranperbup/Ranperwako 

yang dirancang dan 
dianalisis

Jumlah Keputusan yang 
dirancang dan dianalisis

Jumlah data Perda dan Perkada 
yang diinput di JDIH

Merancang dan 
menganalisis Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati/Walikota  pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota

Merancang dan menganalisis 
Keputusan Gubernur pada 
Perangkat Daerah Provinsi

meningkatnya updating data 
sistem informasi hukum

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

merancang dan 
menganalisis 

peraturan daerah 
pada Perangkat 

Daerah di Provinsi

Merancang dan 
menganalisis Peraturan 

Gubernur pada 
Perangkat Daerah 

Provinsi

KEGIATAN






